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Perubahan mendasar IAPT 3.0 ;

» Pergeseran paradigma akreditasi dariinput-process ke output-outcome.

» Dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri

» Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi
menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.

» Pergerserannature akreditasi dari quality check menuju quality

assurance, dalam rangka pengembangan mutu berkelanjutan (CQl) dan

mengembangkan budaya mutuQuality Culture Development).

» Adanya pelibatan Perguruan Tinggi dalam proses akreditasi terutama
dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi.

Instrumen ini memantik pergeseran sifat akreditasi dari rule-based-
accreditation menuju principle-based-accreditation :

v'  Pergeseran paradigma dalam akreditasi dariinput-process ke output-outcome.

v Kejelasan kerangka berfikir (ogical frame work) mulai dari perencanaan,
implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana
pengembangan institusi.

v" Penekanan bahwa pimpinan perguruan tinggi adalah pihak yang paling
bertanggungjawab feader responsibility) dalam proses akreditasi.
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LANDASAN HUKUM

1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):

a)

d)

Pasal 28 (3) huruf a:

Ayat (3): Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan
dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau

b. Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

Pasal 28 (4) huruf a:

Ayat (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri
apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (4):

Ayat (2): Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk
menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar
kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Ayat (4): Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 60 Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi
standar minimum akreditasi.



2)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun
2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774):

Pasal 3 (1) menyatakan bahwa akreditasi dilakukan terhadap Program
Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam
Standar Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud Standar Pendidikan Tinggi
adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan
Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi.

Pasal 7:

a)

(1)
(2)

(3)

(4)

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan

menggunakan instrumen akreditasi.

Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan

b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun

berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan

Tinggi.

Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:

a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;

b.  program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana
terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor,
dan doktor terapan;

C. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan

hal-hal khusus.

-



(5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan Perguruan
Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi swasta, Perguruan Tinggi negeri,
Perguruan Tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum, atau Perguruan Tinggi negeri badan hukum.

c) Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa BAN-PT bertugas dan berwenang
dalam menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi
berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi.

d) Pasal 54 (1): sebelum LAM terbentuk akreditasi Program Studi dilakukan
oleh BAN-PT.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462):

a) Pasal 1 Angka 3: Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya
disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan
tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan
dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana
dan berkelanjutan.

b) Pasal 1 Angka 4: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya
disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk
menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan
Perguruan Tinggi.



d)

Pasal 1 Angka 9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang

selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh

Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan

Tinggi secara mandiri.

Pasal 3 ayat:

(1) SPM Dikti terdiri atas:

a. SPMI; dan
b. SPME

(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan,
dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh
perguruan tinggi.

(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan,
dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh
BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk
penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau
progam studi.



Pasal 6:

Ayat (1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;

b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
dan

c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat
Terakreditasi.

Ayat (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT

dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Standar
Pendidikan
Tinggi

UU 12/2012 tentang Dikti

* Akreditasi merupakan kegiatan

penilaian sesual dengan kriteria yang
telah ditetapkan berdasarkan

Sta

ndar Nasional Pendidikan Tinggi.

(Pasal 55 ayat 1)

* Sta

ndar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

Standar Nasional Pendidikan
Tinggi yang ditetapkan oleh
Menteri atas usul suatu badan
yang bertugas menyusun dan
mengembangkan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi; dan

» Standar Pendidikan Tinggi yang

ditetapkan oleh setiap Perguruan
Tinggl dengan mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.

(Pasal 54 ayat

(1)



DASAR HUKUM
PENJAMINAN MUTU PENIDDIKAN

: ahun
2012 Tentang

Pendidikan Tinggi
Dikt]

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti
Menteri menetapkan:
Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi dan
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi

TINGGI

BAB Ill: PENJAMINAN MUTU
Bagian Kesatu - Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua - Standar Pendidikan Tinggi

Bagian Ketiga - Akreditasi
Bagian Keempat  : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 62 Tahun
2016

Tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi (SPM

Dikti)
Permenristekdikti No. 44 Tahun
2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
Permenristekdikti No. 50 Tahun
2018



Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
&Pasal 1

dalah tingkat kesesuaian antara
W penyelenggaraan pendidikan tinggi
MUTUTP_e”d‘_dika” dengan Standar Pendidikan Tinggi
- id nos! \ yang terdiri atas Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dan Standar
. Pendidikan Tinggi yang ditetapkan
). Sistem oleh Perguruan Tinggi
ﬁe Penjaminan \ SETA egiatan SI€®mik untuk
2 Mutu Pendidikan : . -
Tinggi (SPM Dikti) meningkatkan mutu pendidikan
tinggi secara berencana dan

Sisten E&Qfgﬂ’na%l&g?an sistemik penjaminan
Ef! Penjaminan \4 mutu pendidikan tinggi oleh setiap
: M“}g;{&f{”a' perguruan tinggi secara otonom
T untuk mengendalikan dan
meningkatkan penyelenggaraan
pendidikantinggi- secaraberencana

AAam InAavl, AlLA AL i+ A s




Permenristekdikti No. 62 Tahun
2016 (Pasal 1)

Sistern Adalah kegiatan penilaian melalui
@ Penjaminan Mutu akreditasi untuk menentukan
b1 Eksternal kelayakan dan tingkat pencapaian
mutu program studi dan perguruan
tinggi

. | PangkalanData I Adalah kumpulan data
' | Pendidikan Tinggi .y : :
(PD Dikti) penyelenggaraan pgnd@kan tinggi
seluruh perguruan tinggi yang
terintegrasi secara nasional




:“ STANDAR PENDIDIKAN TINGGI ’
» (STANDAR DIKTI)

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

TINGGI

“IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

SPME/
Akreditasi

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN
TINGGI (PD - DIKTI)

Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar
Dikti;

Pengendalian (pelaksanaan)
Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

BUDAYA MUTU

Pola pikir
Pola sikap

Pola perilaku
berdasar
Standar Dikti

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan
Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status
Akreditasi dan Peringkat
Terakreditasi

(Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa,

2018)
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SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)

Menuptakan sistem pengendalian
penyelenggaraan pendidikan tinggi

oleh perguruan tinggi secara mandif, ———— - —
karena perguruan tinggi memiliki No0.62/2016
otonomi dalam penyelenggaraan
pendldlkan tinggi SPMI ditetapkan
+ Sifat Pengembangan SPMI dalam peraturan
Internally driven; pergimmﬁggi
Pemerintah (dhi. Ditien Belmawa, bagi PTN atau
Direktorat Penjamu) memberikan peraturan badan
inspirasi tentang: hokum
Tujuan SPMI penyelenggara bagi
Prinsip SPMI ~ PTS, setelah
Manajemen SPMI (PPEPP) disetujui senat atau

senat akdemik

Dokumen SPM/
Praktik baik SPMI.




embagaan)




S\ D|kt|

dikti No. 44
Tahun 2015

50/2018

’ﬁmdar

Dit

Pkr r
can

Standar Standar
Nasional Na3|onal

Standar
Nasional PKM

Standar e R TE OO Standar Hasil
Kompetensi Penelitian BKMdar Isi
ar Isi PKM
Stanerit Isi PBM Standar Isi |
Standar Proses Jignaklianoses Standar Proses
Pembelajaran Penelitian S dar
Standar Penilaian ~ Standar Penilaian  Penilaian PKM
Pembelajaran Penelitian Standar
Standar Dosen Standar Peneliti Pelaksana PKM
dan Tendik Standar Sarpras ~ Standar Sarpras
Penelitian PKM
Standar sapras Standar
Pembelajaran Standar Pengelolaan
Standar Pengglplaan FKehdar
Pengelolaan Benelitian Eendt?naan &
Pembelajaran embiayaan
Standar Eendt)e!naan & PKM
Pembiayaan embiayaan
Penelitian
STl Standar =TT T
Akademik 9 Standar Dikti Tinggi
Standar.... Standar.... (MeIaDni"nk;iSw SN
Standar .... "‘*-——~—~ Fermenristekdik
Standar ... Dst SN Dikti No. 44 Tahun
(Standar Minimal 2015
Dst

50/2018



Standar Nasional
Perguruan Tinggi

ETARNDAR MASHIMAL
PEMNDIDNEAN

STANDAR MNASHIMAL
FENEUTLANM

STAMNDOAE MNASIOMNAL
FEMNGABEDLAMN EEFS DS

FRASSYRR ST

Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan
Perguruan Tinggi

STANDAR IDENTITAS

STANDAR
KEPEMIMPINAN

STANDAR INFORMNAS

STANDAR 5UIASAMNA

AKADEMIK

STANDAR MAHASISWA

STAMNDAR
STAMDAR LULUSAN DAN PERPLSTAKAAN
PELACAKAN LULUSAN

STANDAR BIMBINGAM
AKADERIK



Hubungan SPMI dan SPME atau Akreditasi

Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

J Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT

atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi
perguruan tinggi atau progam studi

3FMI

J Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi
Nasional (SAN), dalam Lampiran halaman 7 mengatur:

SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran

penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan
peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.



PROSES SPMI PROSES SPME




KELANGSUNGA
N OPERASI PT




/~ N
Jumlah PT

dan PS
Indonesia

\_

Perkembangan
llmu
Pengetahuan

P
N

dan Teknologi

. 4

~

”

O Spesifikasi
sesuai PT
dan PS

Perbaikan

Berkelanjutan

d Pengembang
an instrumen

 Adjust dengan
international
QA - basis
luaran

IAPT 3.0
dan IAPS
4.0



3000 JUMLAH PERGURUAN TINGGI DI
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JUMLAH PROGRAM STUDI
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SYARAT PERLU TERAKREDITASI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN
TINGGI



SKORING DAN STATUS
AKREDITASI

Skor =361 * Unggul
300 < Skor <360 * Baik Sekali
200 =< Skor < 300 * Baik
Skor < 200 Tidak Terakreditasi

WD =




SYARAT PERLU

NILAI SYARAT PERLU PERINGKAT
No. AKREDITASI TERAKREDITASI BAIK STATUS PERINGKAT
*) UNGGUL**) | SEKALI
#**]
1 NA 2 361 Vv Vv - UNGGUL
2 NA =z 361 Vv X - BAIK SEKALI
3 |301=sNA<361 Vv - VvV TERAKREDITASI BAIK SEKALI
4 |301=NA<361 Vv - BAIK
5 | 2006 NA< 301 Vv - - BAIK
6 NA = 200 X v/X v/x TIDAK -
7 NA < 200 "u'/}{ _ _ TERAKRFEDITASI }




Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian yang
menentukan status akreditasi, yaitu:

a) Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen
tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi) = 2,0.

b) Skor butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap
terhadap jumlah seluruh dosen) = 2,0.

c) Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal
SPMI, Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya
mutu di perguruan tinggi) = 2,0.

d) Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan
mutu) = 2,0.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan
tinggi tidak terakreditasi.



Syarat Perlu Peringkat Unggul dan Baik Sekali, yaitu:

a) Peringkat Unggul:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal
SPMI, Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik bailk pengembangan
budaya mutu di perguruan tinggi) = 3,0.

2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi
program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) = 3,25.

3. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem
penjaminan mutu) > 3,0.

4. Skor butir penilaian Publikasi llmiah di Jurnal (Jumlah publikasi di jurnal
dalam 3 tahun terakhir) = 3,25.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat
terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan menjadi Baik Sekali.



b) Peringkat Baik Sekali:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal
SPMI, Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baikk pengembangan
budaya mutu di perguruan tinggi) = 2,5.

2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi
program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) = 2,5.

J. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efekiivitas pelaksanaan sistem
penjaminan mutu) = 2,5.

4. Skor butir penilaian Publikasi llmiah di Jurnal (Jumlah publikasi di jurnal
dalam 3 tahun terakhir) = 2,5.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat
terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan menjadi Baik.



SYARAT PERLU TERAKREDITASI APT

SKOR TERPENUHI/

NO. SKOR MINIMUM TIDAK TERPENUHI
~ 1.75 2 X
15 2.50 2 v
21 3.37 2 v
24 4.00 2 v

KESIMPULAN

TIDAK TERPENUHI




SYARAT PERLU PERINGKAT UNGGUL APT

PT-AKADEMIK
SKOR TERPENUHI/ TIDAK
NO | SKOR | \iNiMUM TERPENUHI
. 215 3,00 X
10 3,05 325 X
15 325 3,00 V
56 4 325 V
KESIMPULAN TIDAK MEMENUHI




SYARAT PERLU PERINGKAT BAIK SEKALI APT

PT-AKADEMIK
SKOR TERPENUHI/ TIDAK
NO | SKOR | \iNiMuM TERPENUHI
. 215 25 X
0 | 305 25 V
5 | 325 25 V
56 4 25 V
KESIMPULAN TIDAK MEMENUHI




SYARAT PERLU PERINGKAT UNGGUL APT
PERGURUAN TINGGI VOKASI

SKOR TERPENUHI/
M AL MINIMUM TIDAK TERPENUHI
7 2.17 3.00 X
10 3.05 3.25 X
15 2.50 3.00 X
57 4.00 3.25 V
KESIMPULAN TIDAK TERPENUHI




SYARAT PERLU PERINGKAT BAIK SEKALI APT

PERGURUAN TINGGI VOKASI
SKOR TERPENURI/

NO. SKOR MINIMUM TIDAK TERPENUHI
7 2.17 2.5 X
10 3.05 2.5 V
15 2.50 2.5 V
57 4.00 2.5 Vv

KESIMPULAN TIDAK TERPENUHI




Keterangan APT

Butir 7

A.  Ketersediaan dokumen formal SPMIyang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek
B. Ketersediaan buktiyang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.

1) organ/fungsi SPMI,

3) auditor internal,

)

2) dokumen SPMI,
)
)

4) hasil audit, dan

b) bukti tindak lanjut.

Butir 10

Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri
(LAM).

Butir 15

Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:

1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,

2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten,

3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan

4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.

Butir 21

Rasio jJumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi

Butir 24

Persentase Jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).

Butir 56

Jumlah publikasidijurnal dalam 3 tahunterakhir, (Perguruan Tinggi Akademik)

Butir 57

Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahunterakhir. (Perguruan Tinggi Vokasi)




